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Abstract 

The background of this research is the low compliance of swiftlet nest taxpayers and the suboptimal 

realization of tax revenues compared to the established targets, which affects the contribution to the region’s locally 

generated revenue (PAD). This study aims to examine the implementation of swiftlet nest tax intensification and 

identify the inhibiting factors. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques 

including interviews, observations, and documentation. The results show that tax intensification efforts are carried 

out through improvements in tax administration, supervision and inspection, tax education and outreach, as well 

as law enforcement. However, its implementation still faces obstacles such as low taxpayer awareness, limited 

personnel resources, and suboptimal data recording and reporting systems. This study recommends enhancing 

public outreach, transparency, and reforming the tax administration system to improve the effectiveness of swiftlet 

nest tax intensification in Pelalawan Regency. 

Key Words : Tax Intensification, Swiftlet Nest, Regional Revenue Agency (BAPENDA), Local Own-Source 

Revenue (PAD), Pangkalan Kerinci 

Abstrak 

Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak sarang burung walet dan belum 

optimalnya realisasi pajak terhadap target yang ditetapkan, sehingga berpengaruh terhadap kontribusi Pajak Asli 

Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan intensifikasi pajak sarang 

burung walet serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa upaya intensifikasi dilakukan melalui perbaikan administrasi perpajakan, 

pengawasan dan pemeriksaan, edukasi dan penyuluhan pajak, serta penegakan hukum. Namun, pelaksanaannya 

masih menghadapi kendala seperti kurangnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan sumber daya aparatur, serta 

sistem pendataan dan pelaporan yang belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, 

transparansi, serta pembenahan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan efektivitas intensifikasi 

pajak sarang burung walet di Kabupaten Pelalawan. 

Key Words : Intensifikasi Pajak, Sarang Burung Walet, BAPENDA, Pendapatan Asli Daerah, Pangkalan 

Kerinci 

  

Pendahuluan 

Burung walet adalah burung dengan sayap meruncing, berekor panjang, berwarna 

hitam dengan bagian bawah tubuhnya berwarna cokelat. Burung walet hidup di pantai serta 

daerah pemukiman, menghuni gua yang lembab atau ruang besar yang lembab. Habitat 

burung walet hanya ada di Asia Tenggara. Burung walet sering dijumpai di Indonesia, 

Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Laos. Burung walet tidak dapat dijumpai di Eropa, 

Amerika, atau Afrika. Hal ini disebabkan oleh perkembangbiakan burung walet memerlukan 

iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Karena kelembapan merupakan faktor yang 

memengaruhi habitat spesies atau populasi burung walet (Wikipedia, 2024). 
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Dengan kekayaan alamnya yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk 

industri sarang burung walet. Populasi burung walet yang besar di berbagai wilayah 

Indonesia, seperti Sulawesi, Jawa, dan Kalimantan, menjadikan sumber utama produksi 

sarang burung walet. Namun, meskipun potensinya yang besar, sektor ini juga menghadapi 

sejumlah masalah yang perlu ditangani. Salah satu masalah utama industri sarang burung 

walet di Indonesia adalah pengelolaan yang tidak teratur, sebagian besar produk sarang 

burung walet dilakukan secara tradisional, tanpa standar yang jelas atau manajemen yang 

terstruktur, yang membuat sulit untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. 

Di Indonesia kelimpahan kewenangan dari kebijakan pemerintah daerah yang 

dilimpahkan atas dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah. Bahwasanya terjadi kelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah dalam mengambil 

berbagai macam kebijakan dan mengelola daerahnya sendiri. Salah satu hal yang diputuskan 

untuk dibuatnya aturan adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). 

Di Indonesia sarang burung walet berpotensi menjadi produk ekspor unggulan dan 

menduduki peringkat pertama sebagai negara eksportir sarang burung walet ke republik 

rakyat tiongkok sebesar 75,3% hal ini dituturkan langsung oleh mentri dalam negeri saat 

membuka peluncuran Platform Dagang Digital Indonesia store (IDNStore). Hal ini karena 

sarang burung walet yang mempunyai banyak manfaat selain untuk kesahatan juga untuk 

kecantikan oleh karena itu tidak heran jika saat sekarang ini banyak orang yang berlomba-

lomba untuk mendirikan bangunan sarang burung walet selain karena potensial juga karena 

harga sarang burung walet yang tinggi lalu (Sarlis & Hasim As’ari, 2021). 

Dasar hukum pemungutan pajak sarang burung walet pada suatu Kabupaten/Kota 

antara lain; Salah satu Undang-Undang yang dibuat oleh Indonesia perihal pemungutan pajak 

daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Nomor 1 Tahun 2022, 

kemudian dilakukan perubahan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 

tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 

11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun kaitannya dengan 

pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan 

menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi 

ketergantungan suatu daerah kepada pusat (Insukindro dalam Faisal 2008). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-

sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber PAD terdiri dari, 

Pajak daerah dan Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tujuan PAD adalah untuk memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai 

dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Harva Yanti, Ibrahim, & Luqman, 

2024). 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga 

dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut 

penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang 
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dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahtraan umum (Maisudu & Wangkar, 2019). Pajak 

merupakan pemberi kontribusi paling besar bagi penerimaan negara. Di Indonesia 

Pemerintah membagi pajak menjadi dua berdasarkan wewenang yang memungut atau 

lembaga pemungutnya agar penerimaan pajak dapat merata yaitu Pajak Negara dan Pajak 

Daerah (Sarlis & As’ari, 2021). 

Intensifikasi pajak adalah strategi yang berfokus pada peningkatan penerimaan dari 

jenis pajak yang sudah ada dengan cara memperbaiki sistem dan mekanisme 

pemungutannya, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta mendorong kepatuhan wajib pajak 

secara sukarela maupun melalui pengawasan yang lebih ketat. intensifikasi ini meliputi 

reformasi dalam bidang regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi 

sistem teknologi informasi perpajakan, serta kampanye edukasi dan literasi perpajakan 

kepada masyarakat. Selain itu, integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan 

instansi lain juga menjadi bagian penting dari strategi ini untuk mendeteksi potensi pajak 

yang belum tergali, termasuk dari sektor sarang burung walet. 

Pajak sarang burung walet merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang dapat 

meningkatkan pendapatan daerah. Pajak sarang burung walet ada karena adanya usaha budi 

daya sarang burung walet. Sarang Burung Walet adalah hasil dari air liur burung walet itu 

sendiri tanpa ada campuran dari air liur burung walet itu sendiri tanpa ada campuran bahan 

dari luar tubuhnya yang dibuat untuk menyimpan telur dari hasil berkembang biaknya 

burung walet. Selain itu, pajak sarang burung walet juga diterapkan untuk mengontrol 

produksi dan menjaga kelestarian populasi burung walet. 

Pajak Sarang Burung Walet diberlakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 

pendapatan negara dan mengurangi pengambilan sarang burung walet secara liar yang dapat 

mengancam keberlangsungan populasi burung walet. Selain itu, pajak ini juga bertujuan 

untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. 

Pajak Sarang Burung Walet yang sangat berpotensi kini telah menjadi perhatian dan sasaran 

pemerintah dalam pemungutan pajak sarang burung walet. Mengingat daya jual yang 

terbilang cukup tinggi, penerapan pajak terhadap sarang burung walet sangat berpotensi 

dapat membantu pertumbuhan pajak dan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. 

(Arroziqi & Sulistyowati, 2023). 

Kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Pelalawan memiliki 

peran penting dalam meningkatkan PAD dan mendukung pembangunan daerah. Namun, 

masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas 

pemungutan pajak sarang burung walet. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BAPENDA 

Kabupaten Pelalawan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

 

Tinjauan Pustaka 

Konsep Administrasi 

Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang 

bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif, efisien, dan rasional (Pasalong 

2017). Definisi ini menekankan pentingnya adanya kerjasama dan koordinasi antar individu 

untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang optimal. Ini juga menekankan bahwa 

administrasi memiliki dua dimensi penting, yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsur-

unsur. Dimensi karakteristik mengacu pada sifat-sifat yang melekat pada proses administrasi, 
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sedangkan dimensi unsur-unsur merujuk pada komponen-komponen yang membentuk 

sistem administrasi itu sendiri. 

 

Konsep Administrasi Publik 

Menurut Henry (2017), administrasi publik merupakan kombinasi kompleks antara teori 

dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pemerintahan dalam 

hubungannya dengan masyarakat yang diperintah. Administrasi publik juga berupaya 

mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Selain itu, 

administrasi publik berfokus pada pelembagaan praktik-praktik manajemen yang sesuai 

dengan nilai-nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

 

Konsep Organisasi 

Organisasi, menurut Hery (2019), adalah kumpulan orang-orang yang bekerja secara 

bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan ini, organisasi tercipta 

ketika sekelompok individu berusaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

mereka. 

 Definisi ini menekankan pada pentingnya kolaborasi dan kesamaan tujuan di antara 

anggota organisasi. Hery menyoroti bahwa tujuan utama dari terbentuknya organisasi adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan, yang biasanya terkait dengan aspek ekonomi, walaupun 

bisa juga merujuk pada kesejahteraan dalam konteks lainnya. 

 

Konsep Manajemen 

Manajemen, menurut Handoko (2021), adalah proses yang melibatkan perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota 

organisasi serta penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Definisi ini menekankan manajemen sebagai sebuah proses sistematis yang mencakup 

berbagai fungsi kunci dalam pengelolaan organisasi. Setiap fungsi ini saling terkait dan 

berperan penting dalam memastikan tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. 

Pengawasan juga merupakan komponen penting dalam manajemen untuk memastikan 

bahwa semua berjalan sesuai rencana. 

 

 

 

Konsep Intensifikasi Pajak 

Intensifikasi pajak merupakan kegiatan optimalisasi penerimaan pajak melalui 

peningkatan kepatuhan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap wajib 

pajak yang telah terdaftar. Intensifikasi pajak mempunyai definisi yang beragam, yaitu 

sebagai berikut: 

Intensifikasi pajak menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE – 06/PJ.9/2001 

tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak adalah sebagai berikut: 

“Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek 

serta subjek yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DPJ, dan dari hasil 

pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak”. 
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Metode 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Yusuf (2019:329), penelitian kualitatif adalah pendekatan yang fokus pada eksplorasi 

makna, pemahaman, konsep, simbol, karakteristik, deskripsi, dan gejala yang berkaitan 

dengan fenomena tertentu.  

Penelitian ini bersifat alami dan holistik, menggunakan berbagai metode dan teknik, 

serta lebih mengutamakan kualitas data. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk 

deskriptif atau naratif. Sedangkan menurut Creswell dan Creswell (2021:4) penelitian 

kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang 

oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau 

kemanusiaan.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Dalam melihat Intensifikasi Pajak Sarang Burung Walet pada BAPENDA Kabupaten 

Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci, digunakan 4 indikator intensifikasi yaitu perbaikan 

administrasi perpajakan, pengawasan dan pemeriksaan, penyuluhan dan edukasi pajak, 

penegakan hukum. 

Untuk mendapatkan data mengenai keempat indikator dilakukan observasi dan 

wawancara. Observasi merupakan proses pengamatan terhadap suatu objek yang dilakukan 

seseorang dengan memberikan perhatian khusus guna memperoleh fenomena-fenomena 

yang terlihat. Di dalam penelitian ini tentang Intensifikasi Pajak Sarang Burung Walet Pada 

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pelalawan (Studi di Pangkalan Kerinci), 

terdapat 4 indikator yang akan penulis jelaskan di dalam penelitian ini berdasarkan pendapat 

(Mardiasmo, 2006). Indikator-indikator yang digunakan penulis dalam penelitian ini, antara 

lain: Perbaikan Administrasi Perpajakan, Pengawasan dan Pemeriksaan, Penyuluhan dan 

Edukasi Pajak, Penegakan Hukum. Selanjutnya, untuk melihat hasil dari setiap indikator yang 

ada, maka setiap indikator akan dibahas, sebagai berikut : 

 

1. Perbaikan Administrasi Perpajakan 

Perbaikan administrasi perpajakan merupakan proses pembaharuan dan penyempurnaan 

dalam sistem pengelolaan perpajakan, yang mencakup berbagai aspek teknis, kelembagaan, 

dan pelayanan. Dalam konteks ini, perbaikan tidak hanya dimaknai sebagai perubahan teknis, 

tetapi juga transformasi sistematik yang mencakup penyederhanaan prosedur, digitalisasi 

layanan, serta peningkatan efisiensi kerja aparat pajak. Hal ini merupakan salah satu bentuk 

penerapan pada kebijakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sarang burung walet. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti saat di lapangan, dapat disimpulkan bahwa 

perbaikan administrasi perpajakan pada pajak sarang burung walet di Kabupaten Pelalawan 

telah menunjukkan adanya kemajuan melalui sistem digital seperti SIMPADA, Taat Pajak, 

dan Potensi Pajak. Namun, pelaksanaannya sepertinya masih terkendala oleh rendahnya 

kesadaran wajib pajak, sulitnya akses terhadap pemilik usaha, dan keterbatasan informasi dari 

penjaga bangunan. Oleh karena itu, perbaikan administrasi perlu diimbangkan dengan 
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edukasi yang lebih intensif serta penguatan peran petugas lapangan untuk memastikan data 

valid dan pemungutan pajak berjalan optimal. 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dipaparkan peneliti 

di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perbaikan administrasi perpajakan terhadap 

pajak sarang burung walet  di Kabupaten Pelalawan sudah menunjukkan adanya langkah 

positif, terutama dalam penerapan sistem digital dan pendataan aktif oleh petugas. Namun, 

efektivitas sistem ini masih sangat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran wajib pajak, 

kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, serta hambatan teknis di lapangan, 

seperti sulitnya menjangkau pemilik usaha secara langsung. 

 

2. Pengawasan dan Pemeriksaan 

Pengawasan dan pemeriksaan merupakan dua kegiatan yang memiliki peran penting 

dalam memastikan tercapainya tujuan suatu organisasi atau lembaga. Pengawasan adalah 

proses pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan, dan standar yang 

telah ditetapkan. Dan pemeriksaan adalah kegiatan penelaahan atau peninjauan secara 

mendalam terhadap pelaksanaan suatu kegiatan, yang dilakukan untuk menilai kebenaran, 

keandalan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. 

Hasil observasi langsung peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa ditemukan 

sejumlah tempat usaha sarang burung walet di Kabupaten Pelalawan masih beroperasi tanpa 

adanya identifikasi atau penandaan resmi dari pihak BAPENDA. Beberapa bangunan usaha 

walet bahkan tidak memasang papan nama atau informasi usaha, sehingga menyulitkan 

proses identifikasi secara cepat oleh petugas. Selain itu, banyak bangunan walet yang dalam 

kesehariannya tampak tertutup dan tidak memperlihatkan aktivitas mencolok, sehingga 

terkesan pasif, padahal di dalam ya tetap berlangsung kegiatan produksi.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dipaparkan peneliti di atas, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan pajak sarang burung 

walet oleh BAPENDA Kabupaten Pelalawan telah dilaksanakan secara bertahap dan 

terstruktur melalui pemberian surat teguran, koordinasi antar bidang, hingga tindakan 

persuasif seperti penyegelan. Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan masih 

menghadapi sejumlah hambatan, seperti sulitnya menjangkau pelaku usaha yang berdomisili 

di luar daerah, serta adanya persepsi keliru dari pelaku usaha terhadap status usaha mereka. 

 

3. Penyuluhan dan Edukasi Pajak 

Penyuluhan dan edukasi pajak merupakan dua kegiatan yang saling melengkapi upaya 

peningkatan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. 

Penyuluhan adalah kegiatan penyampaian informasi atau secara langsung kepada individu 

atau kelompok masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan 

partisipasi mereka terhadap suatu isu atau kebijakan tertentu. 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, peneliti menemukan bahwa 

kegiatan penyulihan pajak terhadap pengusaha sarang burung walet belum merata. Banyak 
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pelaku usaha terutama yang lokasi usahanya terpencil atau berbeda domisili, belum pernah 

menerima sosialisasi langsung dari BAPENDA. Informasi pajak lebih sering diperoleh secara 

tidak resmi. Penyuluhan yang dilakukan petugas bersifat berhadapan dan terbatas, dengan 

mendampingi atasan saat kunjungan lapangan atau melalui pertemuan kelompok kecil. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakuakan, dapat disimpulkan bahwa 

penyuluhan dan edukasi pajak terhadap pelaku usaha sarang burung walet di Kabupaten 

Pelalawan masih belum berjalan secara optimal. Kegiatan penyulihan yang dilakukan oleh 

BAPENDA belum bersifat rutin dan belum menjangkau seluruh wajib pajak, terutama mereka 

yang berada di lokasi terpencil atau berbeda domisili dengan lokasi usaha. Edukasi lebih 

banyak dilakukan melalui media seperti radio dan himbauan langsung yang bersifat terbatas. 

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak serta keterbatasan anggaran, 

data, dan tenaga penyuluh menjadi faktor utama menghambat efektivitas kegiatan ini. 

 

4. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah proses atau upaya untuk memastikan bahwa peraturan 

perundang-undangan yang berlaku ditaati dan dilaksanakan bahwa peraturan perundang-

undangan yang berlaku ditaati dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh anggota 

masyarakat, termasuk oleh aparatur negara. 

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, dapat disimpulkan bahwa peneliti 

menemukan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak sarang burung walet sudah mulai 

dilaksanakan, terutama melalui pemasangan stiker dan spanduk pada objek pajak yang tidak 

patuh. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas BAPENDA bersama tim pengawasan dan Satgas 

Penegakan Perda. Namun, peneliti juga mencatat bahwa dampak dari penegakan hukum 

tersebut belum sepenuhnya terasa. 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dipaparkan peneliti 

di atas, peneliti menyimpulkan bahwa upaya penegakan hukum oleh BAPENDA terhadap 

wajib pajak sarang burung walet telah berjalan sesuai prosedur, mulai dari pendekatan 

pendekatan persuasif, surat teguran, pemasangan stiker, hingga penyegelan objek usaha. 

Namun, efektivitas upaya tersebut masih belum optimal karena belum menjangkau seluruh 

usaha, terutama yang berada di wilayah terpencil. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Masalah  Intensifikasi Pajak 

Sarang Burung Walet Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pelalawan 

(Studi di Pangkalan Kerinci) dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan sudah berjalan 

namun belum optimal.  

Dikarenakan terdapat 4 indikator yang ada dalam intensifikasi pajak sarang burung 

walet belum berjalan secara maksimal. Di mana indikator Perbaikan Administrasi Perpajakan 

mulai dibenahi, tetapi masih menghadapi kendala pendataan dan sistem yang belum 

terintegrasi penuh. Pada indikator pengawasan dan pemeriksaan dilakukan secara bertahap, 

namun keterbatasan petugas membuat jangkauan belum menyeluruh. Pada penyuluhan dan 
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edukasi pajak telah dilakukan baik secara langsung maupun media radio, tetapi belum rutin 

dan belum menjangkau seluruh wajib pajak. Terakhir pada penegakan hukum sudah 

diterapkan dalam bentuk penyegelan, namun belum dijalankan secara tegas dan merata. 

Keempat indikator ini menunjukkan perlunya peningkatan strategi dan sumber daya agar 

intensifikasi pajak dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh. 
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